
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No. 1138, 2016 KEMEN-KP. Wilayah Pesisir. Pulau-Pulau Kecil. 
Pengelolaan. Perencanaan. Pencabutan. 

 
PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23/PERMEN-KP/2016 

TENTANG 

PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang:      a.  bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil, telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 

tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil; 

b. bahwa dalam rangka implementasi sinergi antara 

Pemerintah Pusat dan daerah, kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian, Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang 

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 

Kecil perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
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Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perencanaan 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

118, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

154, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor  

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5490); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia  Tahun  2015 Nomor  58,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN  MENTERI  KELAUTAN   DAN   PERIKANAN  

TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH     

PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-

pulau kecil yang tersedia. 

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah 

suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, 

pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan 

pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat 
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dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem 

darat dan  laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat 

dan laut. 

4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau 

sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) 

beserta kesatuan Ekosistemnya. 

5. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah 

sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya 

buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati 

meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove 

dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, 

air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi 

infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan 

perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan 

alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air 

yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi 

gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. 

6. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan 

daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut 

diukur dari Garis Pantai, perairan yang menghubungkan 

pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, 

rawa payau, dan laguna. 

7. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut 

dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. 

8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-

tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain 

serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk 

keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. 

9. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang 

mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya 

pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan 

pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan 

pemanfaatannya. 

10. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah 

kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan 
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pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan 

strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan 

indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat 

nasional. 

11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah 

penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan 

disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada 

kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang 

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 

12. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) 

zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana 

zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan 

dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana 

yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat 

izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

13. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat 

susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung 

jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan 

keputusan di antara berbagai lembaga/instansi 

pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber 

daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. 

14. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 

memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk 

satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi 

untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan 

oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan 

pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil 

pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di 

setiap kawasan perencanaan. 

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya 

disebut RTRW Provinsi, adalah hasil perencanaan tata 

ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 

kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan 
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